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ABSTRAK 

 

 

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan 

konvensional, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Media sosial 

kini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk 

merencanakan kejahatan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi hukum pidana 

Indonesia dalam membuktikan unsur kesengajaan dan perencanaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, penggunaan media sosial memunculkan 

persoalan baru mengenai keabsahan bukti elektronik yang diatur dalam Undang 

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaturan pembunuhan berencana dalam KUHP, bentuk 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan media sosial sebagai 

sarana perencanaan, serta hambatan penegak hukum dalam pembuktian unsur 

kesengajaan dan perencanaan melalui bukti elektronik. Penelitian ini menggunakan 

metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan 

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas digital seperti percakapan 

daring, penyusunan rencana, serta koordinasi melalui media sosial dapat 

dikualifikasikan sebagai bagian dari unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu. 

Namun, terdapat hambatan berupa otentikasi bukti elektronik, keterbatasan keahlian 

digital forensik, serta ketidaksinkronan regulasi antara KUHP, KUHAP, dan UU ITE. 

Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum acara pidana agar lebih 

responsif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menanggulangi kejahatan 

modern secara efektif. 

 

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, pembunuhan berencana, media sosial, bukti 

elektronik, KUHP. 
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ABSTRACT 

 

 

The rapid growth of information technology has transformed conventional 

criminal patterns, including premeditated murder. Social media has evolved beyond a 

communication platform into a tool for planning criminal acts, creating new 

challenges for Indonesian criminal law. This situation complicates the process of 

proving intent and premeditation as required under Article 340 of the Indonesian 

Criminal Code. Moreover, the use of social media raises questions about the validity 

of electronic evidence under the Electronic Information and Transactions Law. This 

research aims to examine the legal framework governing premeditated murder, 

analyze criminal liability for offenders who use social media as a planning tool, and 

identify obstacles faced by law enforcement in proving intent and premeditation 

through electronic evidence. This study employs a normative legal research method 

using statutory and conceptual approaches. The findings show that digital activities 

such as online conversations, planning communication, and coordination via social 

media can be categorized as part of intent and premeditation. However, challenges 

arise from authentication issues, limited digital forensic expertise, and regulatory 

inconsistencies between the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and the EIT 

Law. This research highlights the importance of updating procedural law to ensure 

responsiveness to technological developments and to enhance the effectiveness of 

criminal law in addressing modern digital-based crimes. 

 

Keywords: criminal liability, premeditated murder, social media, electronic evidence, 

Indonesian Criminal Code. 
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